Kapan Sekjen PDIP Hasto
Kristiyanto Ditahan? Pimpinan
KPK Bilang Begini
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ORINEWS.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara
soal rencana penahanan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Hasto
Kristiyanto.

Rencana itu muncul setelah yang Hasto Kristiyanto menjadi
tersangka kasus suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW)
anggota DPR RI 2019-2024 sekaligus perintangan penyidikan.

Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak penahanan bagi Hasto
akan terlebih dulu melihat hasil pemeriksaan ke depannya.

Apabila tidak memenuhi syarat maka Hasto tidak perlu ditahan.

Sebaliknya jika syarat dalam undang-undang (UU) terpenuhi maka
Hasto akan ditahan.
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“Ditahan or not (tidak), itu tergantung pada kondisi
pemeriksaan saja kalau memenuhi syarat yang ditentukan UU,
maka tidak perlu ditahan tapi kalau tidak memenuhi ketentuan
UU, pasti ditahan,” kata Tanak kepada wartawan, Sabtu
(28/12/2024) .

Syarat dimaksud sebagaimana dijelaskan Tanak, adalah yang
berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Di mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “Perintah
penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang
tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak
pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan
yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa
akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti
dan atau mengulangi tindak pidana.”

Pertimbangan Penahanan Hasto Kristiyanto

Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto
mengatakan keputusan penahanan adalah kewenangan penyidik yang
mempertimbangkan berbagai aspek.

“Ya, 1itu nanti akan menjadi Kkewenangan penyidik vya.
Penyidiknya akan menilai kapan para tersangka ini akan
dilakukan penahanan. Tidak hanya kepada saudara HK (Hasto
Kristiyanto) tetapi juga tersangka-tersangka yang lain,” kata
Tessa dalam keterangannya dikutip Sabtu (28/12/2024).

Tessa menerangkan, keputusan penahanan mempertimbangkan aspek
formil dan materiil.

Selain itu, kesiapan berkas kasus untuk dilimpahkan ke jaksa
penuntut umum juga menjadi faktor yang diperhatikan.

“Ada aspek materil, aspek formil terhadap penahanan para
tersangka, termasuk juga apakah perkara ini nanti akan siap
untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum, dan untuk
disidangkan,” kata Tessa.



“Kembali lagi bahwa proses penahanan itu ada masanya, sebagai
pemberi dalam hal ini Pasal 5, masa penahanannya hanya
berbatas waktu 60 hari,” imbuhnya.

Tessa juga mengungkapkan bahwa KPK masih fokus pada penguatan
alat bukti yang sudah ada.

“Sehingga nanti kita akan ikuti sama-sama apakah proses
penahanan itu akan dilakukan segera, atau memang menunggu
kecukupan alat bukti, untuk memperkuat alat bukti yang ada
saat ini, maupun juga penilaian dari jaksa penuntut umum,”
katanya.

Keputusan penahanan juga akan mempertimbangkan penilaian dari
jaksa penuntut umum (JPU).

Dalam kasus suap PAW yang sebelumnya menjerat eks caleg PDIP
Harun Masiku sebagai buronan, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP
Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK juga
menetapkan advokat PDIP Donny Tri Istigomah sebagai tersangka.

Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota
DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap
komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya
mencapai Rp 600 juta.

Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istigomah,
Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada
Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan.

Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan
penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti
mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan
para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang
sebenarnya.

Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap
Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan—-seorang penjaga rumah
yang biasa digunakan sebagai kantornya—untuk menelepon Harun
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Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera
melarikan diri.

Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto
diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga
memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk
menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh
KPK.

Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a
atau Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU
Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristiyanto dan
mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly
bepergian ke luar negeri selama enam bulan



